5.1

BABYV
PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti

membuat kesimpulan, yaitu:

1.

UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Padang
Pariaman telah menjalankan perannya dalam pemulihan anak
korban kekerasan seksual di Nagari Campago sebagaimana
diamanatkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Padang
Pariaman Nomor 24 Tahun 2025 serta Pasal 22 Peraturan Daerah
Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2017. Dari sebelas
tugas yang dibebankan Pasal 5 ayat (2), sebanyak 7 tugas terlaksana,
3 tidak dilaksanakan karena korban tidak membutuhkan, dan 1 tugas
terlaksana belum optimal. Bentuk pemulihan yang diberikan
meliputi pemulihan kesehatan melalui pemeriksaan medis dan
visum, penguatan psikologis melalui kerja sama dengan lembaga
psikolog luar daerah, pendampingan hukum sejak pemeriksaan
kepolisian hingga persidangan, bimbingan rohani, serta rehabilitasi
dan reintegrasi sosial. Namun pemulihan tersebut belum tuntas,
karena hanya lima dari sepuluh korban kasus sodomi berantai yang
memperoleh pemeriksaan medis akibat tidak adanya izin keluarga,
layanan psikologis tidak berkelanjutan karena UPTD PPA tidak
memiliki psikolog tetap, reintegrasi sosial berhenti pada tahap
asesmen sehingga korban masih menarik diri dan menerima ejekan
teman sebaya, serta sarana rumah aman belum layak digunakan
untuk perlindungan sementara korban.

Faktor pendukung pelaksanaan peran UPTD PPA terdiri atas

tersedianya dasar hukum yang rinci sehingga prosedur penanganan
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memiliki kepastian, terjalinnya koordinasi lintas lembaga yang
melengkapi keterbatasan sumber daya internal, kedekatan dengan
pemerintah nagari yang mempercepat konfirmasi laporan,
partisipasi masyarakat yang menjadi titik awal terungkapnya kedua
kasus, serta inisiatif pihak sekolah yang mengungkap jumlah korban
sebenarnya. Adapun faktor penghambatnya terdiri atas faktor
internal berupa ketiadaan psikolog tetap, keterbatasan sarana rumah
aman, penandaan kendaraan dinas yang memaksa petugas menunda
penjangkauan ketika pelaku belum tertangkap, serta tidak adanya
program pendampingan lanjutan yang terstruktur; dan faktor
eksternal berupa keterlambatan laporan akibat alur pelaporan yang
berlapis, stigma masyarakat yang mendorong sebagian keluarga
menolak layanan meskipun diberikan secara gratis, serta
perundungan dari teman sebaya yang menghambat reintegrasi
korban. Faktor penghambat internal sebagian besar hanya dapat
diselesaikan melalui kebijakan pemerintah daerah menyangkut
formasi pegawai dan anggaran, sedangkan faktor eksternal
menuntut program edukasi masyarakat yang berkelanjutan.

Ditinjau dari siyasah dusturiyah, keberadaan dan peran UPTD PPA
merupakan wujud pelaksanaan kewajiban ulil amri untuk
menghadirkan  kemaslahatan dan  menegakkan keadilan
sebagaimana diperintahkan dalam QS. An-Nisa ayat 58 dan ayat 135
serta hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'anra'iyyatihi.
Secara fungsional, tugas UPTD PPA menerima pengaduan dan
memulihkan hak korban sejalan dengan fungsi hisbah yang diukur
dengan magqashid al-syari'ah, pelaksanaan hifzh al-nafs baru
terpenuhi sebagian karena separuh korban tidak memperoleh

pemeriksaan medis dan layanan psikologis tidak berkelanjutan,
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sedangkan hifzh al-nasl belum tercapai karena korban masih
menghadapi stigma dan belum dapat kembali menjalani kehidupan
sosialnya secara wajar. Dengan demikian, terdapat kesenjangan
antara das sollen dan das sein, yaitu peraturan telah mengatur secara
lengkap seluruh bentuk pemulihan yang wajib diberikan, tetapi
pelaksanaannya belum didukung sumber daya manusia, sarana, dan
kesadaran masyarakat yang memadai. Dalam kerangka siyasah
dusturiyah, kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban syar'i
pemerintah daerah Kabupaten Padang Pariaman terhadap anak
korban kekerasan seksual belum tertunaikan secara sempurna.
Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah penulis uraikan di atas, maka

menyampaikan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait

sebagai berikut.

1.

UPTD PPA hendaknya segera mengisi posisi psikolog tetap dalam
struktur organisasinya agar layanan rehabilitasi psikologis dapat
diberikan secara langsung dan tidak perlu menunggu tenaga dari
luar. Pemerintah daerah perlu menambah anggaran, memperbaiki
fasilitas rumah aman agar benar-benar layak bagi korban, serta
mengembangkan program pendampingan lanjutan yang terstruktur
setelah asesmen awal sehingga proses pemulihan korban dapat
berjalan berkesinambungan hingga korban benar-benar pulih.

Masyarakat diharapkan mengubah cara pandang terhadap anak
korban kekerasan seksual dengan tidak memberikan stigma, karena
stigma justru memperparah kondisi korban dan menghalangi proses
pemulihannya. Masyarakat juga diajak untuk aktif dalam kasus
kekerasan terhadap anak dengan melaporkannya kepada yang

berwenang, serta mensupport para korban agar mau menerima
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layanan pemulihan yang telah disediakan secara gratis oleh
pemerintah. Tokoh masyarakat dan tokoh agama diharapkan turut
berperan dalam mengedukasi warga tentang pentingnya
perlindungan anak.

Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas kajian ini, dengan
meneliti  efektivitas pemulihan korban jangka panjang,
membandingkan model penanganan korban di berbagai daerah, atau
mengkaji lebih dalam penerapan perspektif siyasah dusturiyah

dalam kebijakan mengenai perlindungan terhadap anak di Indonesia.
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